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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2999/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu  dalam  tingkat  pertama  dalam  sidang  majelis  telah  menjatuhkan

penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur  25  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  S1,  pekerjaan

Karyawan  Swasta,  tempat  kediaman  di  Jl.Syekh  Mubarok

Kp.Kelapa  Dua  RT  003  RW  004  Kelurahan  Pete  Kecamatan

Tigaraksa  Kabupaten  Tangerang  Provinsi  Banten,,  selanjutnya

disebut Pemohon;

m e l a w a n,

Termohon;, umur  25  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  D3,  pekerjaan

Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kp.Karet RT 004 RW 003

Kelurahan  Karet  Kecamatan  Sepatan  Kabupaten  Tangerang

Provinsi Banten,,, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon  dalam surat permohonannya bertanggal

28 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa

pada  hari  Jumat  tanggal  28  Juni  2019  dengan  register  perkara  Nomor

2999/Pdt.G/2019/PA.Tgrs  telah  mengajukan  permohonan  yang  berbunyi

sebagai berikut:. 

1. Bahwa  pada  tanggal  15  September  2017,  Pemohon  dengan

Termohon  melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai

Pencatat Nikah Kantor  Urusan Agama Kecamatan Suradadi  Kota Tegal
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Provinsi  Jawa  Barat  sesuai  dengan  Surat  Keterangan  Nikah  Nomor

xxxx;/IX/2017 tanggal 17 Juni 2019;  

2. Bahwa,  Pernikahan  Pemohon  dan  Termohon  dilaksanakan  secara

Islam  atas  dasar  saling  suka  sama  suka  dengan  kesepakatan  untuk

membina  keluarga  yang  Sakinah,  Mawaddah  wa  Rahmah;   yakni

membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi

dengan  saling  memberikan  rasa  Sakinah, nyaman  dan  betah,  saling

mencurahkan  Mawaddah,  rasa  cinta,  kasih  sayang,  penghargaan  dan

penghormatan,  serta  senantiasa  mengharap  Rahmah Allah  SWT

sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 21;

3. Bahwa,  setelah  pernikahan  tersebut  Pemohon  dengan  Termohon

terakhir  tinggal  bersama  dikediaman  bersama  di  Jl.Syekh  Mubarok

Kp.Kelapa Dua RT 003 RW 004 Kelurahan Pete Kecamatan Tigaraksa

Kabupaten Tangerang Provinsi Banten,,;  

4. Bahwa, selama Pernikahan Pemohon dan Termohon hidup layaknya

suami isteri akan tetapi belum dikaruniai seorang anak 

5. Bahwa, kurang lebih sekitar pertengahan tahun 2018, keadaan rumah

tangga Pemohon dan Termohon mulai terganggu akibat perselisihan yang

terus-menerus, disebabkan:    Termohon  tidak  menghargai  Pemohon

sebagai suami;  

6. Ketika terjadi pertengkaran, Termohon selalu berkata kasar;  

7. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri;  

8. Bahwa,  mengingat  ternyata  Termohon  hingga  saat  ini  tidak  juga

mampu menjadi isteri yang bertanggung jawab, serta tidak pula memenuhi

tuntutan syariat untuk asyir bil ma'ruf, yakni mendudukkan Pemohon pada

tempat  yang  sepatutnya  selaku  suami,  sehingga  membuat  Pemohon

menjadi sangat kecewa, padahal Pemohon telah memberikan kesempatan

kepada Termohon untuk berubah guna membangun rumah tangga yang

nyaman dan penuh cinta kasih;  

9. Bahwa, selain yang tersebut di poin 5 dan 6 ikatan emosional antara

Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri pun telah sangat buruk dan
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puncaknya  terjadi  kurang  lebih  pada  Februari  2019,  antara  Pemohon

dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi dan hingga kini antara

Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak  ada  hubungan  seperti  layaknya

suami isteri lagi;  

10. Bahwa, upaya penyelesaian masalah Pemohon dengan Termohon ini

sudah tidak bisa melibatkan kedua-kedua belah pihak keluarga, terlebih-

lebih antara dua keluarga sudah tidak bisa disatukan lagi;  

11. Bahwa, Pemohon telah mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah

tangga Pemohon dengan Termohon, namun hingga kini keadaan rumah

tangga  Pemohon  dengan  Termohon  tidak  nampak  ke  arah  perbaikan

bahkan pertengkaran-pertengkaran yang timbul antara Pemohon dengan

Termohon justru semakin parah dan menjadi-jadi dan sangat sulit untuk

didamaikan, sehingga sangat beralasan kiranya permohonan Pemohon ini

dikabulkan  agar  Pemohon  dengan  Termohon  terhindar  dari  dosa  dan

kezaliman untuk tidak saling menyakiti;  

12. Bahwa, keadaan-keadaan tersebut di atas di samping telah memupus

rasa  cinta  dan  rasa  bangga  Pemohon  terhadap  Termohon  juga  telah

membuat Pemohon sudah kehilangan kepercayaan terhadap Termohon

dan bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling perduli,

hal  mana  membuat  keadaan  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon

semakin  memburuk  sehingga  sulit  untuk  dipertahankan  lagi,  padahal 

Pemohon -sekali  lagi- telah memberikan kesempatan kepada Termohon

untuk berubah dan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, wa

rohmah dengan Pemohon sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;  

13. Bahwa,  dengan  kondisi  rumah  tangga  yang  demikian  jelas  telah

mengindikasikan adanya keretakan dan pecahnya rumah tangga antara

Pemohon dan Termohon yang semata-mata disebabkan oleh kesalahan

Termohon, kesalahan mana terhadapnya tidak pernah  ada upaya  untuk

diperbaiki  oleh  Termohon  sendiri  sehingga  dan  oleh  karenanya  demi

kebaikan  semua  pihak,  maka  sangatlah  beralasan  dan  berdasarkan
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hukum apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa melalui Majelis Hakim

pemeriksa perkara ini berkenan untuk menyidangkan perkara Cerai Talak

ini untuk kemudian memberikan putusan dengan segala akibat hukumnya;

14. Bahwa,  Pemohon  sanggup  membayar  biaya  yang  timbul  akibat

perkara ini;  

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada

Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Tigaraksa  cq.  Majelis  Hakim  yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: 

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (Pemohon);  

2. Menjatuhkan  talak  Pemohon  (Pemohon,)  terhadap  Termohon

(Termohon;) dan memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon,) untuk

mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon;) di Pengadilan

Agama Tigaraksa;  

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;  

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono); 

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Pemohon  datang

didampingi  kuasa  hukumnya  dan  Termohon  tidak  datang  menghadap  di

persidangan;

Bahwa  Pemohon   menyatakan  akan  mencabut  perkaranya  karena

kesulitan mencarai kepastian keberadaan atau  alamat Termohon; 

Bahwa oleh karena Pemohon  menyatakan mencabut permohonannya

dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses

pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi

dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara

persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penetapan ini.
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Pemohon   menyatakan  mencabut

permohonannya  dan  selanjutnya  mohon  penetapan;  dan  Pemohonan

Pemohon  untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  dengan  dikabulkannya  permohonan  Pemohon

tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  pencabutan  perkara  ini  dilakukan

setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam

perkara ini harus diperhitungkan. 

 Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan

sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor

50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. 

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan

dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut perkaranya; 

2.  Menyatakan  perkara  nomor  2999/Pdt.G/2019/PA.Tgrs tanggal  28  Juni

2019  dicabut ;

3.  Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp. 691000,- ( enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  yang

dilangsungkan  pada  hari  Selasa,  tanggal  06  Agustus  2019  Masehi,

bertepatan  dengan  tanggal  4  Zulhijjah  1440  Hijriyah,  oleh  kami  Drs.  H.

Zaenal Musthofa, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Ulyati R., M.H. dan

Drs.  H.  Muslim  S,  S.H.,  M.A.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
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Selasa,  tanggal  06  Agustus  2019  Masehi,  bertepatan  dengan  tanggal  4

Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hakim  Anggota  dan  dibantu  oleh Nurjanah,  S.H.,M.H.,  sebagai  Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon. 

Hakim Anggota 

Dra. Ulyati R., M.H.

Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.

Ketua Majelis,

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H.,

M.H.

Panitera Pengganti,

Nurjanah, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  ATK Perkara : Rp 75.000,00

-  Panggilan : Rp 550.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp             6.000,00

J u m l a h : Rp 691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  

Pengadilan Agama Tigaraksa

Panitera
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Saiful Bahry, S.H., M.H.
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